
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar~ 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); t!. t 

a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan 
kegiatan-kegiatan yang standar biayanya belum 
dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021, perlu 
mengubah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 93 Tahun 
2020 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Purbalingga Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 93 Tahun 2020 
tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Purbalingga; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 
Purbalingga Nomor 93 Tahun 2020 tentang Standar Harga 
Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga 
Tahun 2021; 
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4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 
Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 
Nomor 14); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat 
Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678); 



Uraian Ke las 
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Ketentuan dalam Lampiran II angka 1 huruf a Peraturan 
Bupati Purbalingga Nomor 93 Tahun 2020 tentang Standar 
Satuan Harga Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 (Berita Daerah 
Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 93) terkait 
Standar Harga Satuan Biaya Biaya Transport dalam rincian 
biaya transport diubah, sehingga Lampiran II angka 1 huruf a 
berbunyi sebagai berikut: 
a. Biaya Transport 

Bia ya transport adalah biaya yang digunakan un tuk 
perencanaan dan dapat dilampaui dalam pelaksanaan 
sepanjang ada tanda bukti dengan batas maksimum 30°/o 
(tiga puluh persen) dari standar, kecuali untuk tiket 
pesawat. 
Biaya transport terdiri dari : 

1) Satuan Biaya Tiket Pesawat Pergi-Pulang (PP) 

Standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam 
negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket 
pesawat udara pergi-pulang (PP) dari bandara 
keberangkatan suatu kota ke bandara tujuan, yang 
digunakan dalam perencanaan anggaran. 
Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam 
negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar 
biaya tiket pesawat sepanjang didukung dengan bukti 
pengeluaran riil (pembiayaan secara at-cos~. 
Standar kelas Pesawat sebagai berikut: 

Pasal I 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 93 TAHUN 
2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021. 

MEMUTUSKAN : 

13. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 93 Tahun 2020 
tentang Standar Harga Satuan Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 41 
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Purbalingga Nomor 93 Tahun 2020 tentang Standar Harga 
Satuan Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga 
Tahun 2021; 

Menetapkan 
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3) Biaya Taksi 
Standar biaya taksi adalah satuan biaya yang digunakan untuk 
menyusun perencanaan kebutuhan untuk 1 (satu) kali perjalanan 
taksi, terdiri dari tempat lokasi ke bandara, dari bandara ke tujuan 
lokasi penyelenggaraan acara demikian pula sebaliknya. Dalam hal 
lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau 
dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau 
stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi 
darat atau biaya transportasi lainnya. 
Pembiayaan satuan biaya taksi dapat dilaksanakan melebihi besaran 
standar biaya taksi sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran 
riil (pembiayaan secara at-cos~. 

4) Biaya Transportasi Darat dari lbukota Provinsi ke Kabupaten/Kota 
dalam Provinsi yang sama (One Way). 

Standar biaya transportasi darat dari lbukota Provinsi ke 
Kabupaten/Kota dalam provinsi yang sama (one way atau sekali 
jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan 
kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat 
daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain dari tempat 
kedudukan di lbukota Provinsi ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota 
tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya. 

Eksekutif ASN dan Masyarakat 

Eksekutif 

Eksekutif Bupati, Wakil Bupati, Ketua 
DPRD dan W akil Ketua DPRD 
Sekretaris Daerah, anggota DPRD 
serta pejabat lainnya 

Uraian 

2) Biaya Kereta 

Pembiayaan tiket kereta perjalanan dinas dalam negeri dapat 
dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket kereta sepanjang 
didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cosn. 
Standar kelas kereta sebagai berikut: 

Kota 
No. Satuan Biaya Tiket 

Asal Tuju an (Rp) 
1. Purbalingga Jakarta 470.000,00 
2. Purbalingga Surabaya 450.000,00 
3 Jakarta Purbalingg a 515.000,00 
4 Surabaya Purbalingg a 510.000,00 

Sedangkan Besaran satuan biaya tiket pesawat dari Bandara 
Jenderal Besar Soedirman Purbalingga Pergi-Pulang (PP) terinci 
sebagai berikut: 
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BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR 

Diundangkan di Purbalingga 
pada tanggal 3 Juni 2021 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PURBALINGGA, 

,.{_ D AH HAYU~ PRATIWI I 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Purbalingga. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 

Ditetapkan di Purbalingga 
pada tanggal 3 .T, i ?021 / 
BUPATI PURBALINGGA, 
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